
I'

]

(;(IBERNtlR GORONTALO
PERATURANGUBERNURGORONTALO

NOMOR 72 TAHUN2016

TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA

KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAr{
PROVlNSI GORONTALO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNURGORONTALO,
,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (3)
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, Ketentuan mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata
kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan
.Kehutanan Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun' 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888),
sebagaimana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Updang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara ReJ;>ublikIndonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone~ia
Nomor 4851);

4. Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor,140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);



5. Undang-Undapg Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peratura,n Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ten tang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135); ,

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan
,dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN OROANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANANPROVINSI
GORONTALO

I

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
DalalJ? Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1. Da~rah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan dacrah adalah Penyelenggaraan urusan

pernerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut as as
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Drusan Pemerintahan oleh
otonom berdasarkan Asas

9.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

Gorontalo.
7. Kepala. Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Gorontalo.
8. Desentralisasi adalah penyerahan

Pemerintah Pusat kepada daerah
Otonomi.
Dekonse~trasi adalah pelimpahan sebagian Drusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada gubernur
dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan
pemerintahan umum.

BAB II
KEDUDUKAN

Provinsi Gorontalo
jawab kepada

Pasa12
(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berada di bawah dan bertanggung
Gubernur.

(2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Kepala
Dinas.

Pasal3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan
pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pasal4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan,

penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum,
rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber
daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan,
pengelolaan dan peng~ndalian pencemaran lingkungan;

b. penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi dibidang
perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan
hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat,
pengendalian sumLer daya alam lingkungan dan kehutanan,
seirta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran
lingkungan;
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c. pembinaan ke1embagaan dan sumberdaya manusia dibidang
perencanaan , penggunaan dan pemanfaatan hutan; rehabilitasi,
perlindungan dan perhutanan sosia1, pengendalian kehutanan
dan konservasi sumber daya a1am"dan ekosistem serta penataan,
penge101aandan pengenda1ian pencemaran lingkungan; dan

d. penge101aanurusan kesekretariatan dinas.

BAB III
SUSUNANORGANISASI

Pasa15
Susunan organisasj Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri
atas: ,
a. Kepa1aDinas;
b. Se:kretariat;
c. Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
d. Bidang Penegakan Hukum dan Rehabi1itasi;
e. Bidang Pengendalian Sumber Daya A1amdan Ekosistem;
f. Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan; dan
g. Ke1ompokJabatan Fungsional.

BABIV
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Kepa1aDinas

Pasa16
Kepala Dinas mempunyai tugas menyelengga,rakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan
Kawasan Hutan, Penegakan Hukum dan Rehabilitasi, Pengendalian
Sum1?erDaya A1amdan Ekosistem, Bidang Penataan dan Pengkajian
Lingkungan yang berada di bawah tanggung jawab Gubemur.

Pasa17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud da1am Pasal 6,
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
a. merumuskan dan menetapkan kebijakandibidang perencanaan,

tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, penegakan hukum,
rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian
sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan serta penataan,
pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

b. menyusun, menyelenggarakan dan melaksanakan evaluasi
dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan
hutan, penegakan hukum, rehabi1itasi dan pemberdayaan
masyarakat, pengendalian sumberdaya a1am lingkungan dan
kehutanan, serta penataan, pengelo1aan dan pengendalian
pencemaran lingkungan;
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c. menyusun data base, standar, operasionaldan prosedur dibidang
pcrencanaan, tate.. hutan dan pemanfaatan kawasan hutan,
penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat,
pengendalian sumberdaya alam lingkungan dan kehutanan serta
penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran
lingkungan;

d. melakukan pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia
dibidang perencanaan, tata hutan dan pemanfaatan kawasan
hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan
masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan
kehutanan; serta' penataan, pengelolaan dan pengendalian
pencemaran lingkungan;

e. mengelola barang milikjkekayaan negara dan atau daerah yang
menjadi ~anggungjawab dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal8

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengt;ndalikan 'kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan
keuaQgan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan
kepegawaian.

Pasal9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

I

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta
,

menyusun laporan;
b. pengelolaan a.dministrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c. pengelolaan umum dan Kepegawaian;
d. penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan

kegiatan dinas secara berkala; dan
f. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun
perencanaan dan evaluasi program kegiatan, penyusunan laporan
kinerja dan melaksanakan pendataan.
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Pasal12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. menghimpun, mengolah, menyiapkan dan menyusun rencana

program kegiatan;
b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan

pengendalian serta laporan pelaksanaan program kegiatan;
c. mengkompilasikan dan menyusun bahan rencana strategis dan

rencana program Kegiatan;
d. menganalisa dan menyusun usulan program, rencana kerja dan

anggaran tahunan;
e. rr.elakukan koordinasi dan menyusun anggaran belanja

langsung; dan
f. melakuk~n verifikasiketersediaan anggaran;
g. menganalisa bahan-bahan pelaporan dan melakukan

penyusunan laporan bulanan, Standar Pelayanan Minimal (SPM),
Standar Operasional Prosedur (SOP), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Evaluasi Monitoring Program
Kegiatan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13
Sub Bagian Keuungan mempunyai 1 19as melaksanakan
penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanf! .tmgjawaban, verifikasi
dan pengawa~an.

Pasal14
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimal j.1. dimaksud dalam
Pasal 1-3,Sub Bagian Keuangan menyelenggan~kan fungsi :
a. menatausah~kan pengelolaan keuangan;
b. menghimpun dan mengolah data keuangan;
c. menyusun laporan keuangan SKPD;

Id. menyusun laporan pertanggungjawaban SKPD;
e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran antara

laIn:
1. kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang

disampaikan oleh PPTKdan telah disetujui oleh PAjKPA; dan
I2. ,kelengkapan SPP-UPjGUjTUP, SPP-UPjGUjTUP-Nihil dan
SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya
'yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran.

f. menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
g. menyiapkan dan menerbitkan SPM;
h. mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD

melalui bendahara pengeluaran;
1. mengelola pembayaran gaji pegawai;
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J. mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
b6ndahara pengeluaran;

k. membuat register SPP,SPM, penolakan penerbitan SPM,
penerimaan SPJ, pengesahan SPJ, penolakan pengesahan SPJ;

1. membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan
definitive anggaran jkegiatan, register kontrakjSurat Perintah
K~rja, daftar realisasi pembayaran kontrak dan realisasi
pembayaran per nomor kontrak;

m. membuat buku-buku eatatan akuntansi sesuai dengan kebijakan
akuntansi;

n. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan
pengawasan dan pengendalian;

o. seeara berkala membuat berita aeara hasil pemeriksaan kas dan
melapor1}ankepada BUD serta PA;

p. menyiapkan bahan laporan realisasi keuangan dan penyusunan
laporan keuangan; dan

q. menyiapkan bahan/ data untuk perhitungan anggaran dan
perubahan anggaran; dan

r. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi umum, kehumasan,
ketatausahaan, penyusunan reneana kebutuhan barang unit, dan
administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi.

Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyele,nggarakan fungsi:
a. penyusunan program dan reneana kegiatan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan;
e. penyusunan rene ana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

barang perlengkapan;
d. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inve:;;taris;
e. mengusulkan pengurus barang dan pembantu pengurus barang

milik daerah;
f. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi

pegawai berbasis aplikasi;
g. pengembangan kapasitas SDMAparatur;
h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan,

keindahan ~an kenyamanan lingkungan perkantoran;
1. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
J. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas Sub Bagian

Uinum dan Kepegawaian;
k. menyiapkan bahan, konsep naskah dinas sesuai dengan arahan

dari Sekretaris;
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1. menyiapkan dan menyusun program kerja dan rencana kegiatan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

m. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas rutin
yang menjadi tanggungjawabnya;

n. mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan
pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

o. menyiapkan data yang wajib menyampaikan LHKPN, LHKASN,
dan SPT;

p. menyiapkan, serta menghimpun data ten tang sasaran kinerja
pe'gawai, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
Minimum (SPM);dan

i
q. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan, informasi

ja"?atan dan standar kompetensi jabatan struktural;
r. menyiaplfan rencana kebutuhan barang unit;
s. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan

pe,ngadministrasian naskah dinas serta perlengkapan kepada unit
kerja yang membutuhkan sesuai dengan rencana pengadaan yang
ditetapkan;

t. melaksanakan tugas kehumasan;
u. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas

serta administrasi perjalanan dinas;
v. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan penglnman

surat, penggandaan naskah dinas (SPT'I SPPDI Konsep Surat
berdasarkan telaahan bidang-bidang), kearsipan dinas;

w. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan
naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan
pemerintah daerah; dan

x. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Hutan dan

Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pasal17
Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai
tugas menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

Pasal 18
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dim~ksud da1am Pasa1 17,
Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan panduan dan prosedur mutu serta instruksi kerja

Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
b. penyusunan rencana program danl atau kegiatan panduan dan

prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Tata Hutan dan
Pemanfaatan Kawasan Hutan;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Tata Hutan dan
Pemanfaatan Kawasan Hutan;

8



d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program dan atau kegiatan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan
Kawasan Hutan;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan
pelaporan Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan
Hutan;

f. pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan
Kawasan Hutan; dan

g. penyiapan rumusan penyusunan produk hukum kehutanan;
h. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan

evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan
rencana pengelolaan di KPHP danl atau KPHL dalam 1 (satu)
Provinsi; ,

1. penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan
evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan
kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan
KPHPdan/atau KPHLdalam 1 (satu) Provinsi;

J. penyiapan perumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat
prbvinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;

k. penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan
pe~gawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa
lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan
bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;

1. penyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan
I

teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi;

m. periyiapan rumusan kebijakan dalam pemberian pertimbangan
teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari
lahan menjadi kawasan hutan, dan pengunaan serta tlikar
menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi;

n. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan
teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha
pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK),dan izin koridor
di wilayah Provinsi;

o. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian
penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil
hutan, dan tertib pcredaran hasil hutan di Provinsi; dan

p. penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian
industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin
pcrluasan industri primer hasil hutan bukan kayu; dan

q. pelaksanaan fungsi laj.nsesuai bidang tugasnya.

9
KAROHUKUM KADIS ASISTEN SEKDA

-fN



dalam rangka penyusunan rencana
provinsi dan neraca sumber daya hutan

Pasal19
Bidang Pemanfaatan Hutan terdiri dari:
a. Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan;
b. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
c. Seksi Penatausahaan dan Produksi Industri Hasil Hutan.

Pasal 20
Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan mempunyai
tugas membantu penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi
pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan Tata KelolaHutan.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan.
menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan

teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan
penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang
dilaksanakan oleh KPHPdan/atau KPHLdalam 1 (satu) Provinsi;

b. menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi,
investasi, kerja sanla dan kemitraan, kelembagaan KPH dan
sistem informasi tata hutan KPHPdan/atau KPHLdalam 1 (satu)
Provinsi;

c. menyiapkan bahan
kehutanan tingkat
provinsi; dan

d. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status
dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan
hutan, dan pengunaan serta tukar menukar kawasan hutan di
wilayah Provinsi; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22
8eksi,Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan mempunyai
tugas tnelaksanakan bimbangan teknis d8.n evaluasi terhadap
penatagunaan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan di
unit IKesatuan Pengelolaan Hutan (KPHPjKPHL) dalam wilayah
Provinsi.

Pasa123
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Seksi Pemolaan Kawasan Hutan dan Inventarisasi Hutan
menyelenggarakan fungsi :
a. menyiapkan bahan dalam rangka koord~nasi, bimbingan teknis

serta pengawasan dan pengendalian terhadap penatagunaan
hutan meliputi penetapan fungsi kawasan hutan dan penggunaan
kawasan hutan;
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dan evaluasi
kayu dengan

b. rpenyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis
serta pengawasan dan pengendalian terhadap penyusunan
rencana penge101aanhutan di. unit Kesatuan Penge101aanHutan
(1<PHPfKPHL)dalam wilayah Provinsi;

c. rnenyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana
kehutanan tingkat Provinsi dan neraca sumber daya hutan;

d. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status
dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan
hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di
wilayah Provinsi;

e. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi bimbingan teknis
serta pengawasan dan pengendalian terhadap inventarisasi hutan
( unit pengelolaan hutan, unit DAS);dan

f. pelaksar-aan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa124
Seksi Penatausahaan dan Produksi Industri Hasil Hutan mempunyai
tugas melaksanakan bimbangan teknis dan evaluasi terhadap
penilaian perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu,
pengendalian sumber bahan baku, penatausahaan hasH hutan dan
peredaran hasil hutan.

Pasa] 25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
Seksi Penatausahaan dan Produksi Industri Hasil Hutan
menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian

perizinan industri primer hasil hutan bukan
kapasitas < 6.000 M3 ftahun di wilayah Provinsi;

b. menyiapkan bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan
hasil hutan dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu di wilayah Provinsi;

c. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil
hutan, dan tertib peredaran hasil hutan; dan

d. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Seksi Pemanfaatan
bimbangan teknis

,
pemanfaatan hutan.

Pasal 26
Hutan mempunyai tugas me1aksanakan
dan evaluasi terhadap perizinan usaha

11



Pasa127
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
Seksi Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi :

a. menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi
perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan,
pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hUD;ln
kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu di wilayah Provinsi;

b. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis
iz:indan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
pada hutan produksi di wilayah Provinsi;

c. menyiapkan bahan dalam rangka pertimbangan teknis, penilaian
dan evaluasi perizinan penggunaan kawasan hutan di wilayah
provmsl;

d. llfenyiap.kan bahan dalam rangka pemberian teknis penyusunan
dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin
pemanfaatan kayu (IPK),dan izin kordor di wilayah Provinsi; dan

e. peJaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi

Pasa128
Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi mempunyai tugas
menyiapkan rumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan
perlindungan hutan, pengelolaan DASserta perhutanan sosial.

Pasa129
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan panduan dan prosedur serta instruksi kerja Bidang

Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta perhutanan sosial;
b. penyusunan rencana program danl atau kegiatan panduan dan

prosedur mutu serta instruksi kerja Bidang Penegakan Hukum
dan Rehabilitasi serta perhutanan sosial;

c. penyusunan bahan kebijakan leknis Bidang Penegakan Hukum
dan Rehabilitasi serta perhutanan sosial;

d. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program dan atau kegiatan Bidang Penegakan Hukum dan
Rehabilitasi serta perhutanan sosial;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, analisis, evaluasi dan
pe1aporan Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi serta
perhutanan sosial;

f. pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan
pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hUlan;

g. pelaksanaan pengamanan hutan dan penegakan hukum,
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;

12
KADIS



pengelolaan DA$,
sistem informasi

1.

m.

J.

1.

h. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan
pengendalian dalam pemanfaatan TSL yang tidak dilindungi;
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan
ekosistem penting dan daerah penyangga KSA,KPAdi wilayah
Provinsi;
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi
pembentukan forum pengelolaan DAS dan
pengelolaan DASdi wilayah Provim~i;

k. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam rahabilitasi
lahan, rehabilitasi lahan di mangrove dan pantaijpesisir,
penghijauanjpenanaman, penerapan teknis konservasi tanah dan
air di luar kawasan hutan Negara di wilayah Provinsi;
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap perbenihan
tanaman. hutan, sumber daya genetic hutan, sertifikasi benih dan
mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi;
pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan,
pendidikan, ,pelatihan, penguatan kelembagaan penyluhan di
bidang kehutanan dalam provinsi;

n. p~laksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan
I

masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan
k~lembagaan usaha, penembangan kemitraan kehutanan dalam
wilayah provinsi ;

o. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan
Ptirhutanan sosial meliputi; hutan kemasyarakatan, hutan desa,
hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.

p. penyiapan rumusan penyusunan produk hukum kehutanan; dan
a. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa130
Bidang Penegakan Hukum dan Rehabilitasi terdiri dari:
a. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan;

I

b. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Stingai dan Rehabilitasi; dan
c. Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Pasal 31
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan mempunyai
tugas mengumpulkan, menyiapkan, mengolah dan menganalisis
kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan yang berkaitan
dengan penegakan hukum lingkungan dan hutan.

Pasal 32
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31,
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

penegakan hukum lingkungan dan Kehutanan;
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b. menganalisis kebijakan dan masalah kehutanan yang berkaitan
dengan kegiatan penegakan hukum lingkungan dan Kehutanan;

c. merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan dan
Kehutanan;

d. menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pembatasan
kerusakan kawasan hutan, hasil hutan, pengamanan hutan;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat pengawas
lingkungan hidup dan polisi kehutanan;

f. menfasilitasi pengaduan atas usaha dan atau kegiatan yang tidak
sesuai dengan izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup
dan kehutanan;

g. menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan
yang ber~aitan dengan kasus lingkungan dan kehutanan;

h. menyelesaikan sengketa lingkungan dan kehutanan di luar
pengadilan;

1. memfasilitasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi
penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;

J. melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran hukum
lingkungan dan kehutanan menangani barang bukti dan
penanganan hukum pidana secara terpadu;

k. menyiapkan bahan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi
dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang lingkungan dan
kehutanan;

1. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang
NSPKyang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan
Kehutanan; dan,

m. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 33
Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi
mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan, mengolah dan
menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan
yang berkaitan dengan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan

Ilahan.

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)'dan Rehabilitasi hutan
dan lahan;

b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan
yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Daerah Aliran
Sungai (DAS)dan Rehabilitasi hutan dan lahan;
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mengkoordinasikan
Aliran Sungai (DAS)

f.

c. merencanakan, merumuskan maupun
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Daerah
dan Rehabilitasi hutan dan Iahan;

d. menyiapkan bahan dalam rencana pengelolaan rehabilitasi di
lahan (RPRL)dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rencana
pengelolaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di
wilayah Provinsi;

e. menyusun kebijakan, perbenihan tanaman hutan, Sumber Daya
Genetik Tanaman Hutan, Sertifikasi Sumber Benih, dan Mutu
Tanaman Hutan;
menyusun kebijakan pembentukan forum pengelolaan DAS?dan
system informasi pengelolaan DAS;

g. menyus.un kebijakan dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi
mangrove pantai dan peSISlr; penghijauanjpenanaman,
penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan
negara;

h. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informa~i tentang NSPK
yang berkaitan dengan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan
dan lahan;

1. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

J. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa135
Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan mempunyai
tugas men~mpulkan, menyiapkan, mengolah dan menganalisis
kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan yang berkaitan
dengan perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 36
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan

yang berkaitan dengan kegiatan perhutanan sosial dan
kemitraan lingkungan;

c. rperencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial dan kemitraan
l~ngkungan;

d. menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani
l;1utan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan
kehutanan dan lingkungan;
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e. menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi
dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Raky<;lt, dan
Kemitraan;

f. me,nyiapkan' bah an dalam penyusunan program dan materi
penyuluhan bimbingan teknis serta evaluasi pelaksanaan
peIjlyuluhan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

g. menfasilitasi dan pendampingan penyusunan, penetapan rencana
kerja kegiatan perhutanan sosial;

h. menyiapkan bahan dalam pemberdayaan masyarakat,
pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha,
pemgembangan kemitraan kehu tanan;

1. menyiapkan bahan dalam fasilitasi dan pendampingan
pengusul~n penetapan areal kerja perhutanan sosial dan
pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan
kemitraan);

J. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi ten tang NSPK
yang berkaitan dengan perhutanan sosial dan kemitraan
lingkungan;

k. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

1. .pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian

Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Pasal 37

Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai
tugas melaksanakan programJkegiatan urusan lingkungan hidup
dan kehutanan diseksi Pengendalian Sumber Daya Alarn dan
Ekosistem.

Pasal 38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan Ekosistem
menyelenggarakan fungsi :
a. menyusun rencana ProgramJkegiatan Pengelolaan Konservasi

SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta programJkegiatan Sistem Informasi Lingkungan
dan Kehutanan;

b. melaksanakan, memantau dan koordinasi Pengelolaan Konservasi
SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta program/kegiatan Sistem Informasi Lingkungan
dan Kehutanan;

c. menyusun rencana Program/ kegiatan Pengelolaan Konservasi
SDA, program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta program/kegiatan Sistem Informasi Lingkungan .
dan Kehutanan;;

,
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d. membina, mengawasi dan mengevaluasi seksi dibawahnya dalam
melaksanakan programj kegiatan sesuai dengE,l.n bidang
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 39
Bidang Pengendalian Sumber Daya Alam dan ekosistem terdiri dad:
a. Seksi PengeJoJaan KonsenTasi Sumber Daya Alam;
b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; dan
c. Seksi Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan.

Pasal 40
Seksi Pengelolaan Konservasi SDA mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan .perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimb~nganteknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di seksi Pengelolaan Konservasi SDA.

Pasal 41
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 40
Seksl Pengelo1aan Konservasi SDAmenyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Pengelolaan Konservasi SDA;
I

b. m~nganaJisis kebijakan dan masaJah lingkungan dan kehutanan
yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Konservasi SDA;

c. merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Konservasi SDA;

d. menyiap~an bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan
pencegahan dan pengendalian konservasi sumber daya a1am;

e. melaksanakan upaya mitigasi dan adapta,si perubahan iklim;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan konservasi keanekaragam

hayati;
g. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan,

sosia1isasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan
penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;

h. menyiapkan bahan dalam pembentukan forum kolaboratif
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

1. menyiapkan bahan dalam pembangunan system informasi
pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

J. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK
yang berkaitan dengan Pengelolaan Konservasi SDA;

k. menyiapkan ballan pembinaan dan pengendalian dalam
pemanfaatan tumbullan dan satwa liar yag tidak dilindungi/tidak
masuk lampiran. (Appendix) CITES dan

1. menyiapkan bahan dalam bimbingan teknis dan evaluasi
kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga
kawasan hutan alam dan kawasan pelestarian alam,
pembentukan forum ko1aborasi da1am perlindungan kawasan
bernilai ekosistem penting;
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m. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pencegahan, pengedalian
dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;

n. menyiapkan bahan pembentukan forum kolaboratif pengendalian
kebakaran hutan dan lahan;

o. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

p. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 42
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan $upervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan diseksi Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program
Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan
yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

c. menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pemberian
pepghargaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

d. meningkatan kapasitas kelembagaan dan menfasilitasi
laqoratorium lingkungan;

e. menyiapkan bahan sosialisasi, diseminasi, pelatihan, penguatan
kelembagaan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

f. menyiapkan bahan untuk peningkatan komunitas pendidikan
lingkungan, kearifan lokal dan masyarakat adat;

g. m~ningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, pemangku
kepentingan lainnya dan masyarakat di bidang lingkungan hidup
dan kehutanan;

h. menyiapkan bahan untuk peningkatan peran masyarakat dalam
upaya pengelolaan lingkungan dan kehutanan;

1. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK
yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan; I

J. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal44
Seksi Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan.
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mengkoordinasikan
Lingkungan dan

daya Alam dan lingkungan
Index. Kualitas Lingkungan

Pasal45
Dalam .melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
Seksi Sistem Informasi Lingkungan dan Kehutanan
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
I

b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan
yang berkaitan dengan kegiatan Sistem. Informasi Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

c. merencanakan, merumuskan maupun
pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi
Kehutanan;

d. menyiapkan data Neraca Sumber
hidup dqn menyusun SLHD dan
hidup;

e. menyiapkan data [utupan hutan dan lahan serta kerusakan
hutan dan lahan kawasan hutan;

f. menyiapkan data Neraca Sumber daya Alam dan lingkungan
hidupdan menyusun SLHDdan Index Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH);

g. mengembangkan instrumen data lingkungan dan kehutanan dan
instrumen layanan data lingkungan dan kehutanan;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan standarisasi informasi lingkungan;

1. menyiapkan bahan, menyusun, dan menetapkan baku mutu dan
status mutu lingkungan hidup (air, udara, tanah) berdasarkan
baku mutu lingkungan hidup nasional;

J. Inventarisasi dan pelaporan Emisi Gas Rumah Kaca dan profil
emisi GRK;

k. menyiapkan data dan sistem informasi lingkungan (SIL) ten tang
sungai, danau, laut, wilayah pesisir, hutan dan lahan;

1. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan
tutupan hutan;

m. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang
N~PKyang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;

n. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

o. pdaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Penataan dan

Pengkajian Lingkungan Hidup

SEKDAKADlSKARO HUKUM

Pasal 46
Bidang Penataan dan pep..gkajianlingkungan hidup mempunyai tugas
melaksanakan programjkegiatan, perencanaan dan kajian dampak
lingkungan, penge101aansampah dan limbah B3 serta pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
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Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
Bidang Penat'aan dan Pengkajian Lingkungan Hidup
menyelenggarakan fungsi :
a. me~nyusun rencana Program/kegiatan perencanaan dan kajian

dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

b. melaksanakan,. meml;l.ntau dan koordinasi perencanaan dan
kajian dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan
lirribah B3 dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan;

c. me,nyusun rencana Program/kegiatan perencanaan dan kajian
dampak lingkungan, bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
dan Bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan

d. pelaksan~an fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasa148
Bidang Penataan dan Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
b. Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3; dan
c. Seksi Pengedalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 49
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49
Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
menyelenggarakan fungsi :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutanan

yang berkaitan dengan kegiatan Penataan dan Pengkajian
Lingkungan;

c. merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Kajian Dampak
Lingkungan;

d. menyiapkan bahan koordinasi dan singkronisasi RPPLH dalam
RPJP dan RPJM:

e. menyiapkan bahan penetapan daya dukung lingkungan, daya
tampung lingkungan dan bahan penyusunan tata ruang;

f. menyiapkan bahan penyusunan RPPLH, instrumen ekonomi
lingkungan, PDRBHijau dan KLHS;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
h. me;nyiapkan'dan menfasilitasi pelaksanaan rapat komisi penilai

AMDAL,kajian-kajian lingkungan hidup;

-< .'
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1. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL,
UKLjUPLdan SPPL);

J. menyiapkan bahan pdaksanaan koordinasi penyusunan
instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup (Amdal, UKL,UPL, izin Lingkungan, Audit
Lingkungan dan analisis resioko lingkungan hidup;

k. melaksanakan pembinaan, memberikan rekomendasi tekni~ dan
pengawasan terhadap komisi penilai amdal kabupatenjkota;

1. menyusun tim komisi penilai amdal provinsi.
m. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi teknis ke1ayakan

lingkungan, terhada p suatu izin kegiatan d~n/ atau us aha yang
wajib menyusun dokumen lingkungan;

n. menyiapkan bahan rekomendasi peno1akan (ketidak1ayakan
lingkungan) terhadap suatu izin kegiatan danjatau usaha;

o. nienyiapkan bahan penerbitan dan pencabutan izin lingkungan;
p. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK

yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

q. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya;dan

r. p~laksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 51
Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pe1aksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis, dan supervlsl, serta pemantauan,
evaluasi dan.pe1aporan.

pemilahan,
pemrosesan

f.

c.

Pasal 52
Dalam me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
b. menganalisis kebijakan dan masalah lingkungan dan kehutana,n

yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dan
Limbah B3;
merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

d. menyiapkan bahan penetapan target penguranagan dan
penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap
kurun waktu tertentu;

e. melaksanakan koordinasi untuk pengumpulan,
penggunaan ulang, pendauran u1ang, pengo1a.han,
akhir sampah di TPAjTPSTregional;
melaksanakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan
pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus {bencana a1am/non
bencana a1amatau perselisihan pengolahan sampah;
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g. menyiapkan sapras dan pengembangan teknollJgi pengelolaan
sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;

h. perencanaan dan perr.bangunan TPA/TPST Regional dan.
penetapan stasiun transper IperaJihan aJat angkut sampah liutas
kabupaten/kota dalam satu provinsi~

1. menyiapkan bahan kebijakan penzlnan pengumpulan dan
pengangkutan limbah 83 (pengajuan, perpanjangan, perubahan
dan pencabutan);

J. menyiapkan bahan perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan
pengangkutan limbah B3 yang menggunal'tan alat angkut roda 3
(tiga) dan perrimbunan limbah B3 Hntas kabupatenjkota dalam
wilayah provinsi;

k. melaksanakan pemantauan, pengawasan terhadap pengolahan,
pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;. .

1. menyediakan sapras pengolahan limbah B3 dan pengembangan .
teknologi pengolahan limbah B3 serta pengembangan invesata
usaha pengdolaan limbah B3;

m. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK
yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;

n. membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bidang
tugasnya; dan

o. p,elaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 53
I

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan.

Pasal 54
Dala~ melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal S3
Seksi. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan
fungsi:
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
b. menganalisis kebijakan dan masalah lin&kungan dan kehutanan

yang berkaitan dengan kegiatan Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan;

c. merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan
pelaksanaan kegiatan PengendaHan Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan;
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d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan sumber
pencemar dan kerusakan institusi dan non institusi;

e. menentukan baku mutu lingkungan <:ian baku mutu sumber

dan melaksanakan pembinaan
dan kerusakan lingkungan

f.
pencemaran;
melaksanakan penanggulangan pencemaran dan keru$akan
lingkungan sumber pencemaran dan kerusakan institusi dan non
institusi;

g. menyusun kebijakan pembinaan
terhadap sumber pencemaran
institusi dan non institusi~

h. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan
pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan
lingkungan kepada masyarakat;
menyedia}<:ansarana dan prasarana pemantauan lingkungan;
melaksanakan pemulihan dampak pencemaran dan kajian
dampak lingkungan hidup;

k. melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK
yang berkaitan dengan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
membuat pencatatan dan pelaporan serta analisis dalam bid?-ng
tugasnya; dan
pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.m.

1.

J.

1.

BABV
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL

Pasal55
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal56
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 55, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok
jaoatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) M9-sing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana
di~aksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional
ser:ior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada
pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimak$ud pada
ayftt (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimar.r.adimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA

Pasa157
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator dan

, '

pejabat pengawas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan wajib menerapkan prinsip koo,rdinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar

I

satuat:l organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan serta dengan 'instansi lain di luar lingkungan
Dinas' Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tugas
masing -masing.

Pasal58
Setiap peja~at administrator dan pejabat pepgawas di lingkungan
Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan:
a. bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahannya masing- masing dan memberikan bimbingan sert::i.
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa159
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat administrator
dan pejabat pengawas dibantu oleh bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing dan wajib
mengadakan. rapat berkala.

Pasal60
Setiap pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan
Dinas 'Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya
masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal61
Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrato!" dan
pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk
kepada bawahan.

BAB VII
ESELON,PENGANGKATAN
,DAN PEMBERHENTIAN

Pasal62
(1) Kepala Dinas merupa.kan jabatan merupakan jabatan eselon IIa

atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IlIa atau

jabatan administrator.
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(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan
ese10n IVb atau jabatan pengawas.

Pasa163
(1) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan

dlberhentikan oleh Gubernur.
(2) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan

diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang
oleh Gubernur Gorontalo.

BAB Vlll
KETENTUANLAIN- LAIN

PasaI64
Bagan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BABfX
UNITPELAKSANATEKNIS

Kehutanan
bagian yang

Pasa165
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional danfatau

tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh Kepala.

Pasa166
Organisasi dan Tata Kerja Unit PeJaksana Teknis Dinas sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

BABX
KETENTUANPERALIHAN

PasaI67
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku seluruh jabatan
yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya
jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan
Gubernur ini.

BAB Xl
KETENTUANPENUTUP

Pasa168
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:
a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2014 tentang

tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah
Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2014 Nomor 2.2); dan
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b. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang tugas dan
fungsi Dinas Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Gorontal0 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2014 Nomor 45).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal69
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontal0.

Ditetapkan di Gorontalo
padatanggal 23 Desemmer 2016
PIt. GUBERNURGORONTALO,

UDANARIF FAKRULLOH
Diundangkan di Gorontal0
pada tanggal 23 Desern' or
SEKRETARISD

72
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LAMPlRAN PERATURANGUBERNUR GORONTALO
NOM OR '12 ~A.Wl'l 2~J.~
TANGGAL: 23 ~esem.ber 2~1;'
TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS UNGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS

r-----------------------------------------I
I

•

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN

EVALUASI
SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAG IAN UMUM
DAN KEPEGA WAlAN

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

PIt. GUBERNUR GORONTALO,

BIDANG
PENATAAN DAN
PENGKAJIAN
LINGKUNGAN

SEKSI
PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN
LlNGKUNGAN

SEKSI
PERENCANAAN DAN
KAJIAN DAMPAK
LINGKUNGAN

SEKSI
PENGELOLAAN SAMPAH

DAN LIMBAH 83

SEKSI
PENINGKATAN

KAPASITAS LH DAN
KEHUTANAN

SEKSI
SISTEM INFORMASI
LINGKUNGAN DAN

KEHUTANAN

SEKSI
PENGELOLAAN
KONSERVASI

SUMBERDAYA ALAM

BIDANG
PENGENDALIAN

SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM

PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN

I
SEKSI

f- PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN DAN

KEHUTANAN

SEKSI~ PENGELOLAAN DAS
DANREHABILITASI

SEKSI

rl BIDANG
PENEGAKAN HUKUM
DAN REHABILITASI

BIDANG
TATA HUTAN DAN
PEMANFAATAN

KAWASAN HUTAN

SEKSI
PEMOLAAN KAWASAN

HUTAN DAN
INVENTARISASI BUTAN

SEKSI
PEMANFAATAN HUTAN

SEKSI
PENATAUSAHAAN DAN
PRODUKSIINDUSTRI

HASILHUTAN
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